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( sr - MATYIS I

DEfiGAII RATTMAT TUIIAN YAI{G MATIA ESA'

BUPATI HAL*IAIIERA BARAT

Menimbang : a. bahrva Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber

penerimaan claerah yang harus rlikeiola secara Lraik

dan terpadu, maka dengan berperloman sesuai

ketentuan Pasal 286 ayat {1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah dan

ketentuan Pasal 94 Undang-Unclang Nomor 1 Tahun

2A22 tentilng Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat rlan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Pajak

Daer"ahd"anRetribusiDaerahperluclitetapkandengar:

undang-undang yang pelaksanaanrrya di Daerah

cliatr:r clengan Peraturan Saera-h yan.g tekr:is

dijabari<an dalam Peraturan Bupati ;

tr. bahwa untuk rnelaksanakan maksud sebagaimaila

tersebut huruf a diatas, perlu diterapkan secara

efektif, efisien, terukur dan terarah dengan

menggunakan sistetn inovasi yang digrilirkan Badan

Pendapatan l)aerah Kabupaten l)aerah melalui sistem

Manajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi dengan

a.kronim SI-MANIS.



C. bahr,r.a berdasarkan pertiratrzrngan sebagaimana pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Halmahera Barat tent"ang Sistem Manqiemen

Pelayanan Pajak dan Retribusi (SI-MANIS)"

Pasal 18 a.vat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik indonesia Tahur: 1945;

Undang-Undang Notnor 1 Tahun 2003 tentang

Pemtrentukan Kabupaten I{almahera utara,

Kahupaten F{airnahera Selata n, Kabilpaten F{almaher:a

Timur, Kairupaten Kepulauan Sula dan Kota Tirlore

Kepuiauan di Provinsi Maiuku Utara ilembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan kmbaran

Negara Nomor a26aj;

Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2AA tentang

Pemerintr:.h Daerah (l"embaran Negara Tahun '2414

Nomor 244, Tambahan l,emba.ran Negara Nomeir 5587)

selregaimana- t-eh-h diui:ah 1-:eberapir k{rii terkakhir

dengan Ur:c1ar:g:Undatrg Nnrn.or 1.1 Tahun 202O

Tenteng Cipt* Kerja {Ltmbaran Negarn Tairun 2G20

Nomcr )45, Tarnbaha.n knrbaran Negara Nomor

6573i;

Undang-Ur:clatrg Non:cr 3O Tahun 2014 teutar:g

Administrasi Fler:rerintatran {LemLrarar: Negara

Tahun 2*14 Nomcr 292, Tambahan Lerrharan

Negara N.:nt*r" 5601) diubrlh dengan Uti
Nn.1 1 l'ZUIA tentang Cipta Kerja (Lernhier-ern

Negar*r Tahun 202O Nomor 2451;

Unda.ng-tJrlrlang Ncrror 1 T;rhutr 2O22 tenta-ng

tr{utrungan Keuangan Petxerintah Fusat. da"n DEler=a}:

(I"*rnbaran Negara Tahun 2022 i\or:rcr 4, Tamtrahrerl

Iinrhnran Negara Ni:mor 6757\;

Peraturlrn PemerinNah Nomor T2 Tahun 2O1(-)

ientang Fedoman Per:gelolaan Keuangan I)aerah

{Lemi:aran Negara Tahun 2019 Nilmor 12,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 63221;

1;[en oire rrn t 1.
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Menetapkan

Fer;rt-uran Perneri:rtah Nomor 35 Tatrun '2A'23 ter-tang

Ketentuan Umum Pajak Daerah elan Retribu*i lfaer"air

{i,enrbaran Negata Tahun 2023 Nr:mor 85, Tnmbahan

Lembaran Negara Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmcr 77 Tahun

2A20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah {Berita Negara Tahun 2020

Nomor 17811;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat

2 Tahun 202L tentang Perubaha.n Nr:mor t)

Tahun 2016 tentang Pembent-ukan tlan

Susunan Perangkat Daerah (I-er:rba-rarr Daerah

Kabupaten Halmatrera Barat Tahun 2A2L Nornor

.r];

MEMUTUSKANI

PBRATURAN BUPATI TIALMAHERA BARAT TENTANG

SiS'I'trM MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK DAN

RE?RIBUSI {SI-MANISi;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Haimahera Barat.

'2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penl''elenggara

pemerintahan daerah yang meminrpin pelaksanaan urusan

pemerintah yang rnenjadi kew'enangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat"

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa.ti dan l)ei.l'an

Per.wakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Peja.bat adalah pegaw'ai yang diberi tugas tertentu di tridang

perpajakan danlatau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan

perunclang- undangan"

a

a
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l.

8.

Sistem adalah suatu satu kesatl-l&n ,v311g terdiri atas komponen atau

eiemen yang rlihubungkan bersama untuk memudahkan aliran

infor:rnasi, materi, atau energi untuk rnencapai Suatu tujuan tlersama;

Manajemen adalah proses pengorsanisasian, pengaturan SDM, sampai

elengan pengendalien agar trias mencapai tujuan ela.ri $uetu kegiatan

agar menjadi lebih rnudah i:erkemi:ang karena dijalankan secara

structural dan proceelu ra"i:

Pela-vanan prima arlalah pelayanan ]'arrg traik dan memuaskan

pel?.nggan atau r:ra*yerakat atau pernangku kepentingan lainn-ye;

upaya mernenhi kebutuhan atal permintaar:; menyiapkan; menguru5

yarlg rliperh-rkarl .secala prima, sehir:ggn p*iangi;an n:endapatkan

$esuatu yang melehrihi harapannya;

Pajak Daerah yang setanjutnva disehrut Pajak adalah kontribusi r'r'a-jib

kepadaD aerahyangte n-itangoiehorangpri tradia tauhadan-v* angbersifat

memaksa berdasarkan Unrlang-Undang, dengan tid"ak rnendapatkan

imbalan Secara langsung rlan digunakan untuk keperluan Daerah

tragi sebesar tresarnya. ker:.akmuran ra lq'at.

Retribur*i Daenah yang selanjutnya disebut Retrihrusi arlalah pllrlgutan

Daerah set-:agiri. pembayar:an atas jasa atau Pember{aa kin tertentri

yang khusus cliseriiakan dan /atau diberlkan oleh Fernerintah Daerah

untuk keper:tingan orang pribadi atau i:adan.

Sui:jek Pajak arialah cirallg pdilacli atau badan .Ya*g dapat dikenai
Pajak.

lVajib Pajak arlaiah orang pribarli atau Lradan, raeliputi pembayar

Pajak, pemotong Pajak, dan pernungut Pajak, yang mempunyai hak

rlan kewajiban perpajakan sesuai dengan ket-entuan peraturan

perundang- undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau barlan yang bertanggung

jar,,.ab atas pemtrayeran Pajak, termasuk rvakil yang rn*njalankan hak

dan memenuhi kew'ajihan Wajitr Pajak menurut ketentuan pelaturan

per-undang-undangan.

L4. Subjek Retribusi adalah orailg pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmeti pelayanan barang, jasa, dan/atau

perizinan.

()
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23.

\Vajih Retribusi adalah orang pri.kradi atau badan yeng menurut

peraturan perundang-rindangan diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemulgutan retribusi l.ertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik -yang rnelakukan usehe meupun yang tjdak

rnelakukan usaha _yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan iainnya, barlan usaha milik negara: tradan

usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan

dalai:r krentuk apepun: {irma, kongsi, kopera.si, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosiai poiitik. atar-r *rganisasi lainn5'a, lemLraga dan hentuk iradan

lainn_y--a, terrnasuk koptrak inve stasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak tSrimi clarr BangLinan Perrlesa;ln dan PerkoElan yg111g seianjutny;:

ciisingka.t PBB-P2 arlalatr pajak atas Lrun:i daalaiar-r bangunan 5,'ang

dimiliki, dikuasai, d"an/atau dimanfaatkan oleh orang priL:adi atau

Baclan.

Busri adslnh perrnrikaa-n bumi -,'a.flg n:*lipu-t-i tansth elan perai::::n

pedaian:an"

Bangunan aclalilh k*nstruksi tekr:ik yang ditsrnarxr atau dilekatkart

$eeara tetap dia.tas pertnukaan Bumi tlan r1i ha:r,atr permukaa.n IJumi.

tsea Perolehan Hak ata.s ?anah cL:ln Bangu*an --Yang -qela"ajutnva

clisetrut disingkat BPF{Tts adalah pajak atas perulehan hak atas tancrh

dan/atau t:angunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau llangunan adalah ptrb:uatan

atau perislilr,6 hukum li&ng mengakibatkan diperoiehnya hak atas

tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau lSadan.

Hak atas Tanah danlatau Bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimanil

dimaksud d.alarn ur:dang-undang bidang pertanahan dan bangunara.

Nitai Jual Ohjek Pajak -yang selanjutnya disingkat l-l.JOF adalah hatga

rata- rata yang diperolele dari transaksi jriai treli yang te{adi secala

w'ajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui 3 perbrandingan harga dengan otrjek lcin yang

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau N.IOP pengganti.

1(l
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24. Pajak Barang dan Jasa Tettentu -yang selanjutnya disingkat PBJT

adalah Pajak yang diLrayarkal oleh konsumeR akhir atas kr:nsumsi

barang dan/atau jasa tertentu.

25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan danfatau

minuman dengair dipungt-tt ba.varan.

26. Jasa Pertrotelan adalah jasa penyediaan akomodasi Yang dapat

dilengkapi dengan jasa peLa-r,'anan makan dan mlnum, kegiatan

hiburan, clan/atau fasilitas lainnya.

27. Flotel adalah fersilitas pen3,edia jasa penginapanlperistirahaten

termasuk jasa terkait lainnya dengan clipungut trayaran.

28. .Iasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggataan tempat

parkir diiuar badan jalan dan/atau pelaS;anan memakirkan

kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik .vang disediakan

berkaitan ciengan pcikt:k usaha anallpull -Y€rng rlisediakan seb*gai

sllatrl u$aha, termasuk pen-lrecliaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.

29. Parkir adaiah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan -Yang tidak

bersifat sernentara.

30. Jasa Kesetrian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau

penS,eienggaraan semlla jeds tontcnen, pertgqjukkan, permainan'

ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

31. Pajak Rekiame adalah pajak atas pen-velenggaraan reklame.

32. Reklame adalah benda, alat, peri:uatan, ata-u raedia -rzang bentuk dan

corak ragamn-va dirancang i"rntuk tujuan komersial niemperkenalkan,

menganjurkan, memplomosikan, atau menarjk pertratian ufilulll

terhadap sesuatt-r.

33. Pajak Air Tanah selanjutn5ra Yang disingkat PAT adalah pajak atas

pengarnbiian danf atau pemanfaatan air tanah.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau

batuan dibar,r,ah permukaan tanah.

35. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan

lcgam dan batuan dari sumber alar* di dalam dan/atau di perrrukaan

trumi untuk dimantbatkan.
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40.

Pajak Kendaraan Berm+tcr yang selanjutnya disingksr.t PKB edalah

Pajak atas kepemilikan danlatau penguasaan kendaraan bermotor.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnl,a <lisingka.t NPWPD

adalatr nomor ),'ang diberjkan kepada Wajib Pajak sebagai saralra

dalam adrnireistrasi perpajakan Dearah yang dipergunakan setragai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pa,iak dalam melaksanakan

hak dan mernent-rhi kewajiLran perpqiakan.

Nomor Otrjek Pajak Daerah -yang selanjutnya disingkat NOPD adalah

nomcl identitas objek Paja"k sebagai sarana dalam adrninistrasi

perpajakan dengan ketetuan tertentu.

Masa Pajak arialah jangka waktu I isatui bulan kaiender atau jangka

viraktu lain 3rang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling larna

3 {tiga} billan kaleneler yang m.enjndi dasar rvajib Fajak untuk

menghitung, ffienJietor, dan melaporkan pajak yang terhutang.

Pemungutan a.dalah suatu rangkaian kegiatan rnnlai tiari

penghimpuflan riata objek dan sub"jek pajak atau retribusi, penentuan

besarnya pajakatau retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi serta pengatt'asan penyetorannya.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

melunasi utang Pajak den biaya Penagihan Pajak dengan menegllr

atau meurperinga"tkan, melaksanakar: Pen.agihan seketika dan

seka.ligus, memberitahukan surat paksa, rnengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaalr, dan menjilal

barang yang telah <1isiLt.

Penagihan Seketika cla.n Sekaligus arlalah tindakan Penagihar: pajak

yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada. Penanggung Pajak

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pemtra-varan yang meliputi

seluruh utang Pajak dari sernua -ienis Pajak, masa Pa-jak, dan tah'*n

Pajak.

Jasa Urnum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

Lrrnu$1 serL" rlapat dinikmati oleh *rang pribadi a*ru Eaclan.

41.

42.

43.
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45.
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.iasa usaha adalah jasa l,'aflS disediak;rn atau diberikan oleh

Pernerintah Daerah yang dapat hersifat mencari keuntungan karena

pacla dasarn3ra dapat pula disediakan oleh sekt.or srvasta.

Pasar adaiah lembaga ekonami tempat bertemunya pembeli dan

penjrial, baik secara langsung m.aullun tidak langsung, utrtuk

melakukan transaksi perrtagangan.

Felayanan Rumah Potong F{er,r,an Ternak adalah Pelayanan

penvediaan fasilitas pemotongan hew.an ternak yang disediakan,

dimiliki <lan/ atau dike lo1a Pernerintah D aerah.

Pela3zanan Tempat Rekreasi, Parjwisata dan Olahr:aga adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan,

dimiliki, dan dikeloira oleh Pemerintah Daerah.

Persetujuan Bangunan Gedung yang sela.njutnya. elisebut PBG adalah

perizinan yang dibe.ri.kan kepada pemilik Bangunan Cleclung un'r-uk

rnembangun baru, mengubah, mernperluas, mengura-ngi, danfatart

merawat Bangunan Gedung sesuai rlengan standar t.ekrris Banglrnan

Gedung.

47.

4R

(1)

BAB II
LATAR EELAXA1YG

Pasal 2

Dalam rangka pemeni-rhan standar pelaysnsn birokrasi yang akuntahrel,

maka diperlukan langkah strategis melaiui inovasi daerah rlalam

merumuskan sistem rnanajemen pelayanan khusus dibidang pajak dan

retribusi daerah yang rliyakini berdampak baik terhadap kinerja

pemerintah daerah rlan masyarakat yang trerimplikasi terhaelap

peningkatan lrcneri.maan daerah;

Untuk melaksanakal langkah strategis sebaga.irnana dimaksud ayat {1},

maka Badan Penelapatan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat

menerbilkan program karya inovasi "Sistem Manajemen Felayanan

Pajak dan Retribus {SI-MANIS}";

12)



BAE III
TUJIJAIT DAIII MAITSUD

Pasal 3

{1) Tujuan Inovasi Daerah SI-MANIS adaiah ;

a. Tujuan Jangka Pendek ;

U Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur PelaSzanaa Pajak
dan Retribusi Daerah.

'2} Terw-ujudnya akuntabilitasnya pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah.

3; Tenvujud.n3,a keqiasanla Pelayanan Pajnk <1an Retribttsi daerah
pada internal stakholdtr Badan Pendapatan Daerah.

h. Tujuan Jangka Menengah;
1) Tersedianva sarana infon:rasi stanriar operasi*nal Prosedrir

Sistem Pelayanan Pajak dan RetdLrusi pada rueurg ptitilik
2| Terr..'ujudnya kerjasnrna antara Badan Pendapatan Deerah

dengan Instansi terkait pengelola pendapatan daerah untuk
peningkata:r pendapatan daerah,

3i Tercapain3,a 75 ala target pendapatan pajak dan retrjbusi rlaerah.
c. Tujuan Jangka Panjang;

1) Tenvuiudn-ya akses Informasi Pelayanan Pajak dan Retriilusi
secara digital.

2) Tercapainya 100 7c target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

(2) Maksud inovasi Daerah SI - MANIS adalah ;

a. Untuk rnenyediaken Standar Operasional" dem Pr$sediir Pelay'anan

Fajak l)aerah, bagi peningkatkari kinerja Badan Pengelolaan

Fendapatan Daerah pada khususnya dan kineqja pemerlntah

da*rah pada umumllya.

b. Memurlahkan akses dan kontrol terhadap Pelayanan Paj;rk dan

RetriLrusi Ilaerah.

c. Memiliki Standar Operasional dan Prosedur pekerjaan yang

simpel dan fleksibel penggunaanrYa untuk memberikan

kernudahan bagi raasyarakat mengakses layanan pajek dan

retribusi rlaerah.



BAB IV
MAI{FAAT

Fasal 4

Mr:nlaat rnovasi rlaerah "SI-I}IAJ$IS" atau Sistem Mannjeraen Frela.l,'ataan

Fajak eian Retritrusi Ilaerah adalah ;

a" Untuk Pernerintair Daerah

1) Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

2j Upal,a untr-lk mer,vujudkan..risi dan misi Femerir:tah Daerah.

3) Meningkatkan Perekonomian Daerah untLrk Kesejahteraall

Masyarakat.

b. Untuk Badan Pendapatan Daerah

1) Meningkatkan kualitas pelan'anan publik -yang efisien clai:

efektif.

2j hteningkatkan pendapatan asli daerah.

r IinlrrL' il,'locrara]zofu, vlr(q!r lrrqslGrulrul

U Memudahkan akses informasi iavanan pdak dar: retribusi

daerah.

2) Meningkatkan partisipasi bayar pajak retrii:usi claerah.



B*B TV
PARA PIHAII PEI{DUIIUI{G SIMAIUS

Pasal 5

(1) Para pihak peudukung inovasi daerah SI-MANIS terdiri dari :

i2) Penrlukung sebagaiman* digraksurl {r}.at {1}, <14-pat berperan serta

secara aktif sesuai trigas pakak dan lungsi masing-nrasing.

l{o $takeholder Feran Tekntk Komunikasl

1 Rupali {alrnai:era Barat lr4ernberikan arahan dan
dnkrinqan kebiiakan terkart
ianc.rngan incvasi "$l MANIS"

iiornunika.si iafens terkait
d-r"rkr.r:rgan terhaclap incvasi "Sl-
MAl\iI)

2 Baoei'':ria Proainsi h,lemberikan clukungan dan
'-.-!.-* t-.1,-ir '"-l-12..----
inovasi "SI klANlS"

lioorciir:asi

3 DMPISF Halbar lvlemberikan dukungan terkait
l<eler'}(allan fFran cjan [ungil
terhadap inovasi '$1 'lllANIS"

li*ordinasi

4 i'la.1bar Ir,{emberihal dukungan terkait
peran strategis dukr-rngan
pef ,'n:a na n tnr! til.iai]
pe1 aksarraan ir:,;vasi " St - lytANLs"

K':r:rdinasi

I{alhar h,f r:mtterikal dul<-.ing*n ierh*dap
peial<sanaan rncvasi "Sl-MAi!lS"

Keiordir:asi elau R,DF cierrge.i"i

Komisi terkait
5 Camat 11 emberil*a:r Dukui:gan terhaCap

pel.,irsalarn l'rlakstrrraan
Ia*nlru'nqr n tren;iril'rr n PEIFl

K+oreijnasi, kerjasama

7 He.pala Desa Merrherikan Dukungan terhadap
peiaksarraan pene.gillan PBB

Iio,:r'rlitrirsi cian I..erj as ama

DPIvID Haiber 1,1+:mberikan Drrkungan dan kerja
sama e*elam lxlaksanaar cotrtrr:1
penileihan PLIE

K**r-lina* i rlar: k+rjax ama

s SATPCJL PP Memberikan duhungan terhadap

Ilelrel1:lkar ne:-aluran rja.rah
Paiak dan ;eiribu*i daerah

Koordinir-s i dan ker-iasama.

1C tr{edia }{asa :,tr{emberii;a.n .ilukuirgan publikasi
terircdaFr nei.ali-"nnaan,n,:iasi
"si MAilt$'"

ii*mr-lnikasi untuk i:i-tbiikasi

ii ORGANDA ir,lemberikan eiukungan terhadap
pe'i:r ks ar:aa":i i na.,'as i " Si' MAi.il -1"

Kcmunil.;asi

OFD terkait perngeloia

Per:ciapatan
Memberikan di-Lkungan terhadap
peii<sanaal inovasi'gi-'1,{A1'{lS"

Kcmuniiiasi rutia

i? Masvara!:at Member;l1..an dukungan ierhaciap
peiaksanaarr inr":vasi "SI-- i\.tAN{S'

|iomueikasi d*n s,:siatrisa,si



BAE V
JEilIS PA"IAK DAERAH

Pasal 6

a. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan

b. Jenis Pajak yang dipungut- berdasarkan perhitungan sentliri aleh Waiib

Pajak.

Pasal 7

(1) .ienis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan

Bupati sehragaimana dimaksud d.alarn Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;

C. PAT

11. Opsen PKB;dan

e. Opsen BBNKB.

{.21 .Ienis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh

Wajitr Pajak sebagaimana dimaksurl dalarn Pasai 6 truruf b, terrliri

ata$ :

a. BPHTB;

h TfIf I'I. ol.r.-.tJ. I UU I dullrr

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Farkir; tlan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak h4BLB; <ian

d. Pajak Sarang Bumng Walet.



BAE \rI
JENIS PAJAT( DAENAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

PasaL B

{1} Jenis retribusi terdiri atas:

a. Retritrr-isi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

{2} Cbiek Retrii:usi yakni penyediaan/pela3.anan trara:rg elar:./atau jasa

dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh

Pernerintah Ltaerah.

(3) Wajib Reti'ibnsi rneliputi orang pribadi atau Badan yang

menggLinakanf rrrenikrnati pelaya*an barang, -iasa, dan/aiau
perizinan.

(4) $Jajib }?etribusi sebtrgaimaru: dir:raksud perd:" a3:ai {.3i ,.r-a-iib memb;ryar

atas layanan -vang rligunakanl rlinikmati

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pas*I 9

{1} Jenis pelavanan -yar}S rnerupakan olrjek Retr{bu*i ..Iasa Urnurn

sebagairnana dirnaksurl dalam Pasal I a5rat (1] huruf a meliputi:

a. Pelayanan kesehatan;

t). Peiayanan keber-.*ihan;

c, Peiayanan parkir di tepi jalan umum: dan

d. Pela_va_nan pasar.
(2) Jenis pelavanan )'ang merupakan objek Retribusi Jasa Umum

sebagaimana dimaksud pada a-t'at (1) yang tida-k tlipungui retribusi

yakni Retriirusi Pengendaiian Lalu Lintas"

(3i Struktur dan bcsaran tar:itT Retribusi .Iasa Umum sebagaimana

dimaksurl dalar:r ayat {1} diatur dengan Peraturan Bupati.



{1)

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 1O

.Jenis pelal,ranan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha

sebagairnana dimaksurl dalaur Pasal I ayat {l} huruf b, rneliputi:

fl". Penyedi.aan t*nrpat kegiate"n usaha Lrerupa pasa,: grosir,

pertakoan. dan tempat kegiatan usaha lainn1'a;

t]. Penverliaan f-ernpat pelelangan ikan" f-errrak, hasil hr:rr:i, dan

hasil hutan termasuk fasilitas lainr:ya dalam lingkungan ternpat

peielangan;

c. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;

d" Penyediaan Tempat Penginapar:/Pe*anggrahan/Vitra;

e. Pelayanan Rumah Pemotongan HewaR Ternak;

f. Pelavanan Jasa Kepeiabuharlan

g. Pelayanan tempat rekreasi, parirvisata, dan olahraga;
h. l'rln.l,anun Pen.veber:rngan rJrang A.lau Br;:-lrng Dengan

Illlenggunakan Kendernan Di Air-;

i. Fenjual,an F,Iasil Proriuksi Usaha Femerintsir l)aerah; dan

j. Pem.anlaatan Aset Daerah Yang 'I'idak Mengganggu

Penyelenggaraan Tugas Dan Fringsi Orgemisasi Perangkat

I-raerah da-n7'atau Optimalisasi Aset Daerah I)engan Tidak

Mengubah Status Kepemilikan $esuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

.Jenis pelavanan ye.ng rner-upaka* .,rbjek Retribusi .Jasa- Usahs

sehagai:nana dirnaksuel pada ayat (1) "yang tidak dipungut retribusi
yakni;

a. Pelayanan iasa pelatruhan; dan

b. psliryanan Penl,,eberarrgan Crang atatr Barang Dengan

IV{enggunakan l{en.daraan di air.

Struktur dan besaran taril' Retribusi Jasa Usaha sebagaimana

dimaksud daiam ayat {1} diatur dengan Peraturan Bupati.

1')\i4i

(3i
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Bagian Keernpat
Retribuei Perizinan Terteatu

Pasal L}.

.Ienis pelavanarr -yang mer:up*rkan Retr:ibusi Periai-nan Tet'te.ntrt

sebagaimana dirnaksud clalam F'asa18 hui"uf c" melipt-tti:

iL. Persetujuan trangunan erdung; rtxn

tr. Penggunaan Tenagla Keijtr Asing.

Jrnis pelai'anau yang merupakan Retrihusi Perizinan 1'ertenl.u

sebagaimana dirnaksucl daiam pasal I huruf c yallg tidak riipungut

re tribusi _lraitu pe ngelo I aan pert"a mh:a ngan rakyat.

Struktur dan besaran tariff Reffitrusi 'iasa U'saha sebagaimana

dirc.i,.ksud dnlara a-vat ili diatur d*ngan Feraturan Bxpati;

BA3 VI
TTMUTGUTAIT FA*IA}T DA$ ETTRIBUSI DATRAI{

Bagian ?(esatu
Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 1?

Wajib Pajak untuk jenis P'tak _yang diptingut berdasarkan penetaparl

Bupati sebagairnana elimaksud dalam Pasal 3 ayat t1) wajib

urenrtaftarka.n diri dan/atau ottjek P*rj*krrva ktpacla Bupati atari

Pejabat :,ang ditunjuk dengan rnenggunakan SPOP untuk jenis Pqjak

yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penghit.ungan sendiri oleh wajitr Pajak, r.vajitr mendaftarkan iifui

dan/atau objek Pajaknva kepada Bupati atau Pejalrat yang ditunjuk.

Penrlaftarar: sebagaimana dimaksucl pr:da a-vat {1) dan a5'a+' {2),

keparia Wdib P -iak ciiberikan satu NPIVPD yang ditertlitkan aleh

Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat i3),

Pejabat yang ditunjuk dapat menerbit-kan nclmor registrasi. NOPD,

atau .jenis Berlomorilrr lain yang diper*am+rkan un{:uk jcnis liajak -t'arrg

memerlukan pendaf'tarin objek Pajak.
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NPI,VFD sr:t]l:saimana diinnksud. parlg- a-1'a-t {3} untuk erang priba.di

rlihu hungkan rk: nga-R n om olr ind"u-k ke pe nriud ukan.

NliWIiD sebmga.irtrana tlimakstttl pacla ayat (3) unt.uk Baelan

dihuhungkan dengan noruor induk berusaha.

Ketentuan setragaimi..ne dimaksud pa<ia a;,'at (2) diker-'ualikan untuk

WajiLr Pajak penyedia Tenaga Ljstrik -vang b*status barlan usaha miiik

ne€lare atau tradan usaira rniiik daerah.

Dalaur hal Wajitl Pajak se-uagilimana climaksurl pada ayat (2) tirlak

rsend.aftarkan diri, Bupati atau Pejabat 1,'a*g rlitunjuk secara jebatan

menerbitkan. NPWPD berdasarkan data yans diperoleh atau dimjliki

+leh Daerah.

Pasal 13

Bupati atau PejaLrat yang ilitunjtlk melakrikan pendaraan Wajib Pajak

dan oirjek llajak untuk memperoleh, mele trgka"pi, r1**

menatausahakan data ob-jek Pajak dan/atau ll'ajib Pajak, terrnasuk

informasi ge*grafis atrjek Pajak *ntuk ktp*rluan arlministrasi

perpajakan Daerah"

Iihusus ur:tuk PBB-P2, penriataan sebagaimana dimaksud parla ayal

(1), meliputi: seiuruh Burni dan/atau Ba.ngunan dalam u'iia,vah

t1ohrrn.r*att\a L/ u HQ uuir.

Pasal 14

Dalam hal Wajitr Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif, Eupati atau Pejabat ,vang rlitunjuk elapat mtiakukan

pen*naktifan atau penghapusan NP\,VPD, norrlor registrasi, l{OPIf,

clany'atau jenis penomoran lain,-vang dipersamakan secara jabat.an atau

atas dasar pern:ohr:nan Wajib Pajak.

Dalarn hal penonaktifan atau penghapusa* NPWP*, nornor registrasi,

NOPD, dan/atau jenis penoffioran lain -yang clipersamakan atas dasar

permohonan Wafitr Pajak setragairnana dimaksud pada a],at {ii.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mcnerbitkan keputnsan

dalam jangka *.akt.u 3 {tiga} bulan se.iak tanggai permchcnan dittrin:a

secara lengkap.



r5)

{3}

{.} }

(s]

IA\
lT,

(s)

t6)

Dalar::. hal keputusiin sebagaimana dimaksud pacia a3zat {2} tiriak
diterbitkan setelah melampaui jangka rn,aktu 3 itiga) bulan,

p*rmohonan W4jib Pajak clianggap disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NCPI],

<lanlatau. jenis penom{}rf,n klin }r{rng tlipers;rmakan seeara ;'abatan

atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana rijmaksurl

pada- ayat {1.1 clap*t dii*kulcari *epa.qjang itrajib Pajak:

a. Tidak memiliki iunggakan Pajak; rlan
lr 'l'irlrrlr rerl nnry rrrpno!!irrlrrrrr rlnll1'1r hrrlrrrm lrenrnr [retrerrtf:tttqlF!.J.rarrl.rt

baneling, gugatan, at.a.u peninjff.uan kembali.

Hetentuan lebih lanjul mengenai tata cara 1:enriafta.ran rlan pendataan

setragairnana dimaksuri da.lam Pasili L2 sampai dengalr Pasai 13

diatur clengart Prr:+.turan B upati.

Fesal 15

Pemungutan Pajak diiarang diborongkan.

Wajib Pajak mciakukan pembayaran atau pen-vetsran Pe-je*k yaftg

terutang dengan menggunakan SSPI).

PemLrayaran atau penyetoran Pajak setragaimana dimaksud pada a3:at

{2) dilakukan melalui sistern pernkrayaran berbasis elektrcnik.

DaLam ha1 sistefir pernbayaran berbasis elektrcnik belum tersecliri,

pembayaran atau penyetoran Pajak dapat rlilakukan melalui

pemba_yaran tunai.

Bupati menetapkan jangka waktu pemba-varan atau penl,-etoran Pajak

terutang untLrk jenis Pajak ire.ng clipungut berdasarkan peneltpan

Bupati, paling larna 5 {enam) bulan sejak tanggal pengir=iman SPIvl.

Bupati menetapkan jangka u.aktu pernhavaran atau penlietoran Pqjak

terutang untuk jenis Pa.jak yang dipungut beerdasarkan penghitungatl

sen"Ji-ri cleh tI/ajib Pajak, paling lamer 10 {sepuluh} hari kerje seteiah

berakhirnya rnasa Pajak.

(1)

/o\
\&/



i7) Ifaiarn hal Wa"jib Paiak tidak rnembayar aia:"r menyetor tepat pada

r,vaktunya seLragairnana dimaksurl pada ayat {5} clan a-vat {6i, Wajih

Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga setresar l?i {satu

perseni per bulan dari Pajak terutang yang tjdak atau kurang dibayar

atlrrr disefor'. <lihitung rirrr'! tangge! -irrtr-rh lenrpo pem!xr-','r*-an sellprti

dr:ngan tar:ggal pemba3'aran, ttntuk jangka rnaktu paling lama 24 {dua

puluh empat) bulan serta tragia.n etrari tltlan riihitung pennh 1 {satu}

hurlan clan elit.agih riengan menggunaka.n ,STFrD.

{}ll l)ern}rrrrar4n 4t4rr nenvetrrrrrn Flt)l l'1'R rrtrrq nernlehnn llrrlr ntrtq 'l'nnth
l(], r Lriaiic-ift.dtj firGi.i iri.rr-} t rrrrrirr Jr l r lu .irrl": ir\.ilrrLiiiiir i r(rrr uii(iir

danfatsu Bangunan dari jr.ial beli sel:agairnana rlirnaksurl rlalam

Pasal 18 a-va-l- (2) humf a. d*rn ayat i3] trerrlssalkan nilai pernleha.n

abjek Pajak.

{q} Dakrn haL terjilrli perubaharl i{tali pernb;ltalan per,ianjiiln prngiki:t+in

jual beli sebelurir ditanelal-anganin3,a akta jr-ral beli mengakibatkan:

i1. Jurnlah BFIITB lei:iir diba.var ertau lIdsk temtang, Waiib Pajak

mengajukan perrllohonan pcngemtralian kelebihan pernt-ra3,-aran

ElDL-I'I-EI,of,rrr
Jt atL U, Ui,uq

b. Jumlah BP!{Til kurang diba1,ar, wajib Iiajak m*la.kukan

pernba-varan kekur-angan dimaksud.

(10) Pembayaran atau pen-vetoran BPHTB setragaimana dimaksud pada

a],at {8} dan a-vat (9) hurrrf h p*.iing lambet clilunasi pada saat

penandatanganan akta j*al tleli.

Eagian Kedua
Pernunguta* Retribusi Daerah

Pasat 15

Wajib Relribusi meiakukan pembayaran Rttribusi terut*rng yang

ditetapl<an dalam SKRD at.au dokumen lain i.'ang dipersamakan

disetor ke kas Daerah atau rnelalui Wajib Retribusi yang bertindak

selakr-r pcmungut.

Waiib Retribusi ,vang bertindak selaku pemungut setragain:.ana

dimaksud pada a3.'at (1) men-yetorkan seluruh penerimann Retribusi

y'ang dipungut ke kas llaerah sesu.ai dengan k*tentua* petaturan

perundang-undangan.

t!

()j



l"\
\v, Dalarn hai Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh

BLUD, Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi disetorkan ke

rekening kas tsLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Refitlusi ter-utang sekragaimana dimaksud pada ayat t1) dapat

ditrayarkan sekaligus sebelum pelayanan dikrerikan.

Daiam hai wajib Refii:usi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi clikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 17o {satu persen) per bulan dari

Retritrusi terutan$i yal:g tidak atau kurang riitrayar dihitung dari

tanggal jatuh tempo pemtra_1.-a.ran sampai dengan tanggal pembayariln,

u-ntr-rk _jangka- waktg pa"ling lama 24 {d::a pulu"h empat} bulan clan

ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pa.da ayat (5)

didahului dengan Surat'leguran.

Tata cara peiaksanaan Pemungutan Retrjbusi ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah ciapat melaksanakan kerja $&ma atall pfflunjukan

piha.k ketiga dalam meiakukan Femungutan Retrihusi.

Kerjaa salna atau penunjukan pihak ketiga setiagaimana tlimaksiid

Ila-r1a a,y{it i1} tirlak ter-r*lrsttk perret^apan t=arif, i}errg*'"'v3.st}t-It, dsr:

Pem.eriksaan.

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan 01eh piirak ketiga

sehagaimana dimaksuci pada a-Yat {1} elilaksanakar: berdasarkan

per-tirntrangen efisiensi dan efektivitas F'eurungutan Retl'ihusi 'Jengr:n

tidak rreRambah betran WaiiLr Retribusi.

Penerirrraa.n Retribusi _1rang dilaksanakan oleh pihak ketiga

setragaimana dirnaksucl pnda ayat (1) disetor ke rekening kas u$1um

rlarreh $ecara bruta.

t4i

(5)

(6)

(7|

(u

t2l

{3}

i4)



{5} Pemberian imbe.l jasa kepada pihak ketiga sebagairnana dirnaksutl

pada ayat (ti dilakukan melalui belanja anggar&n pendapatan rlan

beiatrja daerah.

t6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeienggalaan ke{a

salna atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dirnaksud pada

avat {1} cliatur clengan Peraturz.n Br:1:ati sesuai drngan kttentuan

per"aturan perundang- undangan.

EAB \rII
PEMERIKSAAIY PA"IA*( DAN RE?R,IBUSI DATRAH

Pasal LB

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ber-wenang melakrikan

Perneriksaan untuk menguji kepatlr"han pemeiluhan k*r.vajib;rn Pejak

rlan Retribusi dan tnjuan lain dalarn rangka melaksailak*n ketentuan

peratliran perundang- uildangan mengenai Pajak dan Retrii-iusi.

{2} Pemeriksaan nntuk menguji kepatuhan pemenuhran

ker'..a-!iLran perpqiakar: s*bagaimena di:np.ksud pe<la avat {1) rlilakukan

dalarn hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian at€.u kompensasi

keletrihan perrr ba-v-ara n Paj ak ;

b. Terrlapat keterangan lain berupa data k*nkret -Yang

menunjukkan trahwa Pajak yang t.erutang tielak atau kurang

diirayar; atau

c. Waiib Pajak yailg terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan

berdasarkan analisis risiko.

(3i Pemer"iksaan untuk tnjuan lain sebagaimana rlimaksutl pada a.yat (1i

diiakukan paling sedikit untuk:

a. Pemberian NPWPD secara jabatan;

b. Perrghapusan r\P$i PD;

c. Penyelesaian permohonan keberatan Wajibllajak;

d. Pencocokan data tlana/atau alat ket.era.ngan; elan/au.u

e. Pemeriksaan dalam rangka Ilenagihan Pajak'



{'+} Femedksaan untuk triiuan iain sebagaimana dirnakstitl pada a-1-at (3}

ruelipr-rti penerrtuan, pencocokar:, atari pengun:pulan mater:i yans

berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5i Ketentuar:r lebih lanjut mengenai tata cara Perneriksaan lra-jak tlar:

Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada

Peratura n &{ enteri me nge nai pedornan i'eme riksaare Paj ak.

Fssal 19

t1l Llalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksr:d elalam Fasal

18, Kern.aiitran Wajib Pajak rlx.n Wajib Retribusi yang cliperiksa

meiiputi:

a. Mernperiihatkan ciar:r/atau meminjamkan buku atau cata.tan,

dokilmen -\,ang men-fadi ela.sa,rnya-, dan dakumen lain -Yafig

be:-hubungan rleng*rn *iljek Fajak riiltr objek Retritrusi ]'ang

ttrutang;

tr. Me:nberjkan kesenrpatan untuk metnasuki teurpat atau nianSqan

*.,"'^,1 ;,. ---,.1r!,{-^ ,'--',*,}'-ril.'^,1 }1-,'a+,rj:!!! ft!r-.' !-','!,.':,
-!arrEi rti6ll-l$$,ilp pf,iiLi (ian ttiuiiii.rti iNijil i,ilirr u.rrr Surr(r nr rarAl€if;lii

Perneriksa,an; dan y' atau

c. Merr:tredkan keterangaR yang diperlukan.

{31 l}aLam pelaksanaan Femeriksaan sebagaiuana dir:raksurl rlalatu Pasal

148, Hak Wajiir Fajak rla*lata.u Wajib tr-etr-ibusi _vang di1:eriksa palieg

serlikit:

a. Mernir:ta iclcntitas dan hlukti Penugasan Pemeriksaarr

Kepada Pemcrtksa;

i). Meminta Ktparla Pemerik*r. t-intuk lv{emtrerikan Perdela-sail

T*ntang Alaset: dan Tuj,;an Perneriksa*n; dan

c. X4enerima Dokunten Hasil PemeriksaaR serta Membeiikan

Tanggapar: atau Penjeiasan Atas Hasji Perrreriksaan.

i3) llalarn hal Wajib Pa.iak cian Waji,h Ret;ilrr:si tiiiak memenuhi

kervajiban setragaimana rlunaksud pada a-vat {1}. btsar::-}'a Paiak dan

Retritlusi terutang tlitetapkan secara jabatan.



(1)

{21

IJJ

ttt

{21

EAB VIII
PEITAGIHAIE PAJAK

Pssal 2O

lJtang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Kepuiusan Pemtretulan, Surat Keputusan

Ketxratar, dan Putu*an Randing meruBakar: dasar Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud partra a-yat {1}

-yang helilm jatr-ih t.empo pemt-ray-e,ran atau pehrnasan, clapat

dilakukan imLrauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dirnaksurl pada a-vat

(1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayarafl atau pelunasan,

dapat d,ilakukan Penagihan Pajak sesr.rai dengan ketentuan peratrlran

perunclang-unclangan mengenai perpajakan.

Pasal 21

Dalam rangka rnelaksanakan Pene.gihan sebagaimana dirtlaksucl

dalam Pasal 20 a,yat {3J Bupati ber:nenang menunjuk Fejabat untuk
rneiaksanakan Penagihan.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

{r. l\4eng:trrgkll't dan trernberhenlil<irn -lurLrsilH l'ajal<; di:n

t). Menerbitkan:

1. Surat Teguran;

2. Surat. perinurh l''enagihan Seketika dan Sekaligus;

? Q, r.nf Pnlzco'V. vdrul r qft9g?

4. Surat perintah melaksanakan penvitaan;

5. $urat perintah penyanderaan;

7. Pengumuman ielang;

8. Surat prnentuan harga lfu:rit;

q. Pemtratalan lelang; da.n

10. Surat lain vang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan

Pajak.

{3} Jurusita Pa;ak melaksanakan Penagihan Pa;ak sesuai <lengan

ketentuan peraturan pemnrlang- und angan.



(1)

(2)

{3}

Pasa! 22

Tata cara Penagihan Pajak setragaimana climaksud dalam Pasal 21 ayat

(3) rliawali dengan penerbritan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) mencantumkien

batas s,aktu pelunasarr Utang Pajak oleh Penanggung Pqjak.

Dakrin iral batas rvaktu sel:agaimana ti.imaksud pada a],'at i2)

terlampaui dan Wajib Pajak trelurn melunasi lJtar:g Fajak, terharlap

Penansgrrns Paiak tiiterhitJ<an Sulai Paksa.

Khusus untuk Penanggung pajak -vang telah disetujui uattrk

ffiengangsur atau menrlnda ;:ernbayaran Pajak. atirs Utarlg Pajak.,vang

rliangsur atau ditunela pemb*ryarann-va ti<lak rliterbitkan Surat
'Tp or r ro rrr L.E;ururrr

Dala*: hal kewajitran perrhraynrar: Utang Pajak sebagaimana

dirnaksud pada ayat (4i belum diiakrikan setelal.r melervali _jatuh

tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahrilui Surat'fegur-an.

Su:-at Paksa sebagaimana dimalcsuC paCa e.,'at (3) dibe:-itchul{en eiaLr

disampaikan aleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Paiak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang tr)ajakn3,'a seteiah

melewati jangka rn'aktu 2 x )4 {dua kali dua puluh ernpati jam sejak
Qrrr.rt L)a'1.<,a rlionrmnailron oolracai,rnrra rlim,rl.orrrl naAa .irrni {f-\(r(l1q( t ({t!L?u \f,rtrsilrPo.r}\(-ir JUvd6(trtrrrirao lltlrl(rAJu(I t/(du({ (.Jt.r.. tv.r,

diterbitkan surat perintah meiaksanakan pen-vitaan 
"

I)alarn ha1 tJtang Fajak dan/atau biaya Penagihan Fajak tidak

dilunasi setelah dilaksanakan penyv'itaan berdasarkan surat perintah

melaksanakan pen..rita;rn sebagaLnarra dirnaksulrl paCa a\ ol ,r7t,,

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2L8 ayat {2} berwenang

melaksanakan penjualan secara ielang rnelalui kantor lelang terhaciap

hrarang yang disita.
E)anirrol.rn ca^/1r,r l^lanr rlilal.oanal.-an nnlinrr ^ahrlt coialal.r ian.rlr.rr Urr-lU(rrGI: OL!u!G rtrGl!h Ur.q:\OUfrilt\{L!r P<4iu:la \Llf(aL r.r\ l\,r(ttr -iutrt>l\u

wakLu 14 iempat trclas) har i terhitung scjak pcngullrumar: lelang.

r-4 r
[-?,

{5)

/6\

t?)

(8)

/c,)i\ri



(1*) Pengurnureian relang sebagairnane rlimaksud pada a3.at i!i),
riilaksanakan paling cepat seterah lewat jangka w.aktu 14 {empal
belas) hari terhitung sr.-!ak clilakukan penyitaan.

(11) i{asil lelang dipergur:akan terleliih dnhulu gntuk memba-yar i:ia-va
Pens.gihan Fr:jak dan siserrya n*t.rk rnembay*r u*:ng Ir,.jak yilng
belum dibayar.

pasal 28

Juru sita Pajak m*raksanakan penagihan seketika de"n sekaligus
berdasarkan surat perintah. penagihan seketika clan sekaligus apabila:
a. Pe'anggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk serama-

lamanya atau trerniat untuk itu.
b. Fenanggu*g pajak rnemindah-tangankan barang yang rlirniliki atau

yang dikua*ai dalam rar:gka mengtrentikan atau rnengecilkan kegiatan
usalianlra atau pekerjaan yang rtilakukanry:a di Indonesia;

c' terdapat tanda-tanda bahv'a penanggung pajak akan memtrubarkan
baclan u.sahan;,'ar menggabungkan ,sahan-va, iitau memekai.L;an
usahanya, atau rnerninclahtangankan pemsaharin -yang clinriliki atau
dikuasain-va, atau merakr-rkan perr-rbaha* i:entrik rainnva;

d. badan usaha akan ciibutlarkan oleh negara: atau
e. terjadi pen-,.'itaan atas ba*rng penanggung pajeik oreh pihak ketige^

atau terdapat tanda_tancla kepailitan.

pasal t4
Ilalam rangkaien prose$ pelaksanaan Fenagihan, terhaetap
Penanggung pajak yang tierak rae*unjukkan iktikad baik melunasi
utang Pajak dan rnemiliki Utang Pajak dengan besaran minirnal
tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
Pencegahan den/atau. penvanderaan terhadap pen.anggung Fajak
tidak mengakfiratkan hapusnva utalg Fajak atau ter.herrtinva
pelaksanaan penagihan pajak.

Pencegahan dan/atau pen3,'anderaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {li dan avat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

/1)
1'.1

/))\.I

{3i



{U

i?)

{3}

(4)

(s)

PEIUG}IAFUSAT PIUTAJY" 3ff-TtrAJ{ RETRIEITEI DAEAAH

Bagian l(esatu
piutang pajak

Fasal ?E

Bripati rxelakukan pengei*laan piutang pa-iak Lrntuk rnenent*kan
priaritas F*nagihan pqjak.

Bupati ertau pejabat 
.yang rlit*njuk rneraer.in tahka* .Iu.r-usita pajak

unt'uk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksurl rlaiarn pas,l 2{lalat [3).

Iliutang Prrjak .yang tidak mungkin ditagrh ragi karrena hak u,tnk
me lakr:kar: Pena gitran s r: cl-atr kecialur,var*.+a rlapat r-iihapri ska n.
Piutang pajak yarg clihapuskan sebagaimana dimaksu* pada a_vat (3)
diteta.i:kan cialarn keputusan Bupati.
Keputusan Bupati sebagaimana climaksurl pada a.vat {4} clitetapkan
clengan iaernpertimbangkan:

&' Peiaksa*aan pena.giha, sebagaima*a dirnaksuti eiaram pasar r sg
a"1'*rt (3) sampai rlenga* batas r,vakti,i ker,aiu'v,ars* p*'agih;.r.n
sebagaimana d..imaksu* *alarn pasal 161 a_vat (i); rlan

b' Hasii Koortlinasi dengan Aparat pengar,..as Intem*i D;:c'air.
Penagihan sebagaimana dirnaksud pacla a_trat {5i huruf.a dibuktikan
dengan clokurnen pelaksanaan pena-gihan.

Kete.tuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Pq;ak diatur dalam Feraturan Eupati.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi

Fesa! p6

Piutang Retribusi,yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
meiakukan penagihan suda' kedaiuwursa dapat cliha puskan.
Penghapusan piutang Retribusi -u,ang sucla]: keclaluw-arsa
seLragairnana rlimaksud pada ayat {1) ditetapkan dalam k*putusan
Rupati,

(6i

{71

{1)

(21



(1)

t?)

(li} Itetentuan Lebih lanjut mengene*i tata cara penghapusan prutang

Retribusi _vang sudah kerlaiurvarsa diatur dengan Pe::attrran Bupati.

BAB X
HEMUSAHAJT FEHPAJAITAIIT DruE ESTRIBUSI DASRATil

Pas*l 27

Btrpati dapat mcmt:erikan kemuriahan perpa.jakan dan r"etrttruni

1)r*erah kepad+ Vlajih lrajak da.n retribusi, Lrr:ruplt:

a. perpanjangan bates rvaktu penlbayarail atirLl 1:elaporan I'ajak

dan .retriiruni; dart/ atau.

tr. pemberian fasilitas angti,liran a-tatr penuntlaan pernb:xyitran Pajak

elan retribusi terutang aLtr-: LItang ilEak.

Ilrrpanjangan batas waktu pemLra3'-aran a.tau peiaporan Paja& eian

retribusi setl*rgaimana dimaksud patla a-yat (i] h.uruf a rliherikair

kepada Wajib Pajak dan retr-ibusi -vang mrngalarni keadaan kaLrar

sehingga \t/ajil: Fsjak tids.k msrtlpu rn*rnrnuhi kerve..iib+ln Pajak putL;l

waktunya.

Perpaniangan Lratas rvaktu perntrayaran ir.tan pelapcra.n F'ajak ttan

retrihu-si setragainrana dinraksuel p*rda a.yat (1) hurr.f a rlapat

diberikan Bupnti secara jabatan atau berdasarkan perrnoleon*n Wajitt

Pajak dan retritrusi yang ditetapkan daiam keputusan I3upati.

Pernberian fasilit-as allgslrran atau penurtdaan pemLrayaran Pajak dan

retribusi terutang atau Ulang Pajak setlagaimana dirnaksucl pada ayat

(li huruf b diiakukan daiam ha1 S"rajib Fa.jak rlan retritrusi inengeiarti

kesulitan likr"rirlitas atau keadaan kahar Wajib Pajak rlan retribusi

sehingga lVajib Pajak dan retribttsi tidak rrtamplt memenuhi

kervajiban pelunasan Pajak pada r,vaktunya.

Pemt.erian {asil-itas angsuran atau penundaan per:lb*.,:,'aran l}ajak

terutang atau Utang Pajak dan retribusi sebagaiman.a dirnaksud paela

a-yat {4j dapat clitrcrikan l{epala Daerah trerdasar"kan permo}lonatr

Wajib Pajak dan retritxrsi -vang ditetapkan dalam keputusan Rupati.

(:il

{4)

/<t



(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pemlrayaran

Pajak dan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pad.a avat {4},

Kepala Daerah rnemperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dan retribusi

dalam pembayaran Pajak selama 2 {dua) tahun terakhir.

t7) Keputusan Eupati etes permohonan Wajib Pq;ak dan retibusi

sebagaimana diraaksud pada a1,at {5}, dapat berupa:

a. Menyeti;rjui Juulah angsuran Pqjak dan retritxtsi danlatau

masa angsuran atau larnan.-1'a penundaan sesuai dengan

permohonan Wajitr Pa.jak;

b. Menyetujui Sebagian jumlah angsurall Pajak dan. retribusi

danf atau masa angsuran atau larnatrva penunriaat ,yang

dimohonkan Wajib Pajak dan retribusi; atau

c. Menolak permohonan \Majib Pajak dan retribusi.

t8) Persetujuan atau persetujuan sebagian &ngsureil ateu lxnttndaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf tr paling lama

cliberikan untuk iangka waktu 24 {dua puiuh empat} bulan.

iq) Pemtrsyslan angsuran setiap masa angsuran dan pemhrayaran Pajak

],'ang ditunrla disertai bunga sebesa.r *,{tYt (nol koma enarrr persen} per

bulan dari jumlah Pajak dan retribusi -vang masih harus dibayar,

untuk j;,*ngka r,..aktu paling laina 24 (lu+r puluh enlp*t-) bulan sert.a

bagian dari hulan dihitung penuh 1 {satui buia:r.

t1O) Keadaan kai:ar sebagaimana. dimaksLrd pada ayat i2] rlan a.vat (4.}

meliputi:

e. Bencana alarn;

h,. Kebakaran;

c. Kerusuhan rnissal atau huru-hara;

d. Wabair penyakit; clan/atau

e. i{ea<laa.n lain herela-sarkan pertirnb*-ngan Rupati.

(11] Kctentuan iei:ih lanjut mengenai aclministrasi dan l"ata cara

pemberian keruudah;ln perp4jakan lfaerah diatur dengan Ptratr:ran

Bupati.



BAB }G
PEIVGATURAIT PAi.IAK DAN RTTRIBUSI DAERAH

DALA}T MEIVDUKUITG KEITIUDAITAIT BERUSAIIA DAII BERIIYVESTASI

Pesal 28

{1} Dai*rrn r:ng}<a slen<}-rkrtrtg kemr-td:lha.n treru*atra tlen trerinv*stasi,

Flupati dapat memh*rikan insentif Flajak rlan Retrthnsi kepad* p*l*ku

usaha di lfnera.tr.

{2} Hetentuan mrngena.i $ysr&t dan tata eara. Feniheria.n insentj.i Pa.jak dan

Retribusi setragaimana dimaksud pada {ryat {1J, clilaksanaan sesuai

ke tentuan peraturan perundang-uteiangan.

BAB XII
KETTIIITUAN TEKIITIS

Pasal 29

Hal-hal teknis terkait Standart Operating Prosedure [SOP) tentang Sistem

Mamnajemen Pelayanan Pajak dan Retribusi {SI-MANISi akan diatur lebih

lanjut oleh Kepala Batlan Per:<lapatan Daerah KaLrupaten Halrtahera Barat-.



EAE. fTTrI

KETENTUAN PTNUTUP

Pasal 3O

Peraturan Daerah ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setrap orang mengetehulnya, mernerintahkan pengun<langan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannYa dalam i-embaran Daer-ah

Kabupaten Hairnahera Barat.

ailolo
1 t,:oriernkr '2A23,-

BARAT,

,t-/<q/.

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal J nrroWmbr 2A23,*

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekreta.riat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Pem
Nip.

iIVa)
q730L28 200604 1 009

(f
tz

DAERAH KABUFATENHALMAHERA EARAT

Litarna Mad-va
1q660420 1qq203 1 009

X+ardinssi Pa-raf

*e<r-etaris Daeral-t

Aslsteil Bid Acim Umum fut{,
Flabag Hukurr & rltg. t
Kepala Bapenda /*l

BERIIA DAERAH KABUPAITN HALI.4AHII.IA BARAI IAHUN IO23 NUfuIUR __?_?
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